
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
merupakan salah satu obat atau bahan yang
bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan,
narnun tanpa pengencialian dan pengawasan yang ketat
dan seksama dapat menyebabkan penyalahguna€rn
yang menimbulkan ketergantungan yang sangat
merugikan;

b. bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi pintu
untuk wilayah selatan Kalimantan Timur dan berada
diseberang Kota. Balikpapan yang memiliki tingkat lalu
lintas manusia ]rang sangat tinggi dan mernbanva
berbagai dampak yang memungkinkan terjadinya
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

c. bahwa pencegahan dan Penanggulangan terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya merupakan
tanggung jawab pemerintah, dan seluruh elemen
masyarakat;

d. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif L.ainnya yang telah diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
perlu diperkuat dengan penjabaran dalam Peraturan
Bupati;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
cl-imaksrr,d dalam hr-rnr-f a, hurrf b, hurrf c, dan hurrf d
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tah un 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Repubtk Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO2 tentang
Pcrnhcntrrlran Kahrrnafcn Petraiatn Paeer ITt21g di
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO1 Nomor 20, Tambahan Lrmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9 tentang
Narkotika (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2O2O tentalrg
Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA.
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